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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji upaya optimalisasi fungsi sosial
bank syariah melalui pembiayaan gardu di BPRS se Eks
Karesidenan Surakarta. Berdasarkan laporan neraca keuangan
BPRS se eks Karesidenan Surakarta tahun 2015 sampai 2018,
pembiayaan qardu, sebagai instrumen fungsi sosial bank
syariah, belum difungsikan secara optimal. Pembiayaan gardu
rentang waktu tahun 2015-2018 hanya terealisasi rata rata 0.73
% dari total seluruh aset. Empat di antara delapan BPRS yang
tergabung dalam wilayah Eks Karesidenan Surakarta sama
sekali tidak menyalurkan pembiayaan qardu. Untuk
mengetahui kendalanya, penulis melakukan wawancara dengan
dewan direksi di seluruh BPRS di wilayah eks Karesidenan
Surakarta. Tehnik wawancara dilakukan secara tidak
terstrukstur. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar
mendapatkan data lebih banyak melalui obrolan bebas dan
informal. Melalui proses wawancara maka diperoleh data
bahwa yang menyebabkan rendahnya prosentase pembiayaan
gardu di BPRS wilayah eks Karesidenan Surakarta adalah: 1)
Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan gardu sangat
terbatas, yaitu hanya berasal dari modal dan keuntungan bank
yang disisihkan, dan infak dari pihak ketiga; 2) Adanya fatwa
dari DSN-MUI yang melarang bank syariah mengambil
tambahan dari akad gardu kecuali sebatas biaya administrasi.
Solusi yang ditawarkan untuk memaksimalkan fungsi gardu
dalam rangka optimalisasi fungsi sosial bank syariah adalah: 1)
BPRS di wilayah eks Karesidenan Surakarta harus mencari
sumber dana baru untuk pembiayaan qardu, yaitu berupa
tabungan qardu dari pihak ketiga. Tabungan gqardu ini
merupakan jenis tabungan baru yang sampai saat ini belum
ada, baik dalam fatwa maupun dalam prakteknya di bank
syariah; 2) BPRS di wilayah eks Karesidenan Surakarta dapat
menarik biaya operasional dari nasabah gardu sebesar biaya
operasional yang dibutuhkan. Hal ini digiyaskan kepada fungsi
Amil Zakat dan Nadzir Wakaf. Amil zakat dan nazir wakaf
berhak mendapatkan kompensasi dalam pengelolaan zakat dan
wakaf karena keduanya telah mengorbankan waktu, tenaga
dan biaya dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Pengelola dana
gardu juga melakukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya
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dalam pengelolaan dana gardu sebagaimana Amil zakat dan
nazir wakaf telah mengorbankan waktu, tenaga dan biaya
dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Oleh karena itu pengelola
dana qgardu berhak mendapatkan kompensasi dalam
pengelolaan dana gardu sebagaimana Amil zakat dan nazir
wakaf mendapatkan kompensasi dari pengelolaan dana zakat
dan wakaf.

Kata kunci:  Fungsi Sosial, Tabarru’, Qardu.
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ABSTRACT

The research studies the efforts of optimizing the social
function of sharia banks BPRS in Surakarta ex-residency
through qgardh financing. As a social instrument, gardh
financing appeared below optimum (0.73% averagely) in their
balance sheets from 2015 to 2018. Besides, four out of eight
sharia banks in the area did not dispense it at all. To uncover
the hindrance, interviews with Board of Directors were
conducted. The interviews were set unstructured to obtain
abundant sets of data through informal free talks. From them
the two underlying reasons for low percentage of gardh
financing are: 1) very limited sources(i.e. capital, put-aside
profit, and from the third parties); 2) a fatwa from DSN-MUI
stating that it is forbidden for sharia banks to take extra
benefits from gardh but administration fee. Some solutions
proposed here are: 1) BPRS in ex-Surakarta residency have to
create sources of fund such as gardh deposit — a brand new
kind of deposit that does not yet exist elsewhere; 2) these
banks can charge their gardh customers for the operation of the
service. The surcharge practice is regarded similar to the
function of Amil Zakat and NadzirWakaf, who deserve a
compensation as they sacrifice their time, money, and energy,
and the banks are no different.

Key words:  social function, tabarru’, gardh.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 158/1987 dan
0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf

Arab Nama | Huruf Latin Keterangan

| Alif d“a;gﬁékw Tidak dilambangkan
< Ba’ b be

o Ta’ t te

& Sa’ $ es (dengan titik atas)
c Jim J je

C Ha’ h ha (dengan titik bawah)
& Kha’ kh ka dan ha

> Dal d de

5 Zal z zet (dengan titik atas)
) R& r er

B 7z z zet

o Sin S es

o Syin sy es dan ye
= Sad $ es (dengan titik bawah)
o Dad d de (dengan titik bawah)
L Ta’ t te (dengan titik bawah)
- za z zet (dengan titik bawah)
¢ ‘Ain ‘ Apostrof terbalik

¢ Ghain gh ge

o Fa’ f ef

8 Qaf q qi

4 Kaf k ka

J Lam I el
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T:;Léf Nama | Huruf Latin Keterangan
¢ Mim m em
o Nian n en
3 Waw W we
» Ha’ h ha
: Hamzah ’ Apostrof
¢ Y&’ y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab Ditulis
5late 3 muddah muta‘ddidah
inse (i o, rajul mutafannin muta‘ayyin

C. Vokal Pendek

Harakah |Ditulis| Kata Arab Ditulis
Fathah a JBy s man nasar wa gatal
Kasrah i i oS kamm min fi’ah
Dammah u &Ly iy e | sudus wa khumus wa sulus

D. Vokal Panjang

Harakah |Ditulis| Kata Arab Ditulis
Fathah a OGs 86, ~% | fattah razzaq mannan
Kasrah i by (S miskin wa faqir

Dammah| 1 oy s dukhiil wa khurij
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E. Huruf Diftong

Kasus Ditulis| Kata Arab| Ditulis
Fathah bertemu waw mati aw 2550 mauliid
Fathah bertemu ya’ mati ai et muhaimin

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab Ditulis
] a’antum
AU sl u‘iddat Ii al-kafirin
4 la’in syakartum
oudllall wle) i‘anah at-talibin

G. Huruf Ta’ Marbiitah
1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab Ditulis
i dms) zaujah jazilah
EENE jizyah muhaddadah
Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab
yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti
salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki
lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua
itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab Ditulis

f o) eSS takmilah al-majmii
L 3l halawah al-mahabbah
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2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakah (fatkah,
kasrah, atau dammah), maka ditulis dengan “t” berikut

huruf vokal yang relevan.

Kata Arab Ditulis
adll 31 zakatu al-fitri
il 5 mm ) ila hadrati al-mustafa
sLodall A jalalata al-‘ulama’

H. Kata Sandang alif dan lam atau “al-”
1. Bila diikuti huruf gamariyyah:

Kata Arab Ditulis
Fldi e bahs al-masa’il
Sl Jsastl al-mahsul li al-Ghazalt
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan

menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya
serta menghilangkan huruf “I” (el)-nya.

Kata Arab Ditulis

ol wle) i ‘anah as-falibin
tal AL ar-risalah li asy-Syafi‘t
el ol da syazarat az-zahab
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah adalah pencipta alam semesta ini. Karena itu semua
yang ada di alam ini adalah milik Allah.* Keberadaan manusia
di dunia ini hanyalah sebagai khalifah yang diberikan
wewenang dan amanah untuk mengelola harta, bukan sebagai
pemilik penuh.? Kepemilikan manusia terhadap harta hanyalah
kepemilikan yang bersifat nag/s} yaitu kepemilikan dalam
batas kewenangan mengelola harta agar harta itu memiliki
nilai manfaat, baik manfaat untuk dirinya maupun manfaat
untuk masyarakat.?

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan
yang bergerak dalam pengelolaan harta yang mengacu kepada
ketentuan syariah. Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah,
bank syariah harus menjalankan fungsi kekhalifahan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan syarak, di antaranya adalah
menjadikan harta agar memiliki fungsi sosial. Dengan
demikian, maka bank syariah harus memiliki fungsi ganda,
yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial. Fungsi bisnis bank
syariah dijalankan melalui produk-produk yang bersifat tija#
(profit), sedangkan fungsi sosialnya dijalankan melalui
produk-produk yang bersifat tabarru’ (sosial).

Fungsi ganda yang harus diperankan oleh bank syariah
telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada pasal 4

! Abdurrahman bin Abdul Aziz, Sanadig al-Istisinar (Riyad} Dap an-
Nafabs, 2010), 25

? Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor, “The Framework and Practice of
Islamic Banking,” dalam Theoretical Studies in Islamic Banking dan
Finance (America: IRIS Books, 1987), 2.

®bin Abdul Aziz, Sgnadie al- Istisinas 25.

* Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: RajaGrafindo,
2007), 83. Mardani, Figh Ekonomi Syari’a (Jakarta: Kencana, 2012), 77.
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ayat 2 dan 3. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa Bank Syariah dan
UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga
baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak,
sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya
kepada organisasi pengelola zakat. Dalam pasal penjelasan,
diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “dana sosial
lainnya”, antara lain adalah penerimaan bank yang berasal dari
pengenaan sanksi terhadap Nasabah (ta’zir). Adapun pada ayat
3 dinyatakan Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana
sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya
kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak
pemberi wakaf (wakif).

Fungsi ganda yang harus diperankan oleh bank syariah
juga termaktub dalam fatwa DSN-MUI nomor: 19/DSN-
MUI/IV/2001 tentang gardu. Dalam konsideran fatwa,
khususnya, item a dan b dinyatakan bahwa perbankan syariah
tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis tetapi juga
berfungsi sebagai lembaga sosial yang diharapkan dalam
memperbaiki perekonomian kaum duafa.° Fatwa ini
memberikan pesan bahwa perbankan syariah tidak hanya
berperan sebagai lembaga komersial tetapi juga memiliki peran
sebagai lembaga sosial. Peran ganda ini semestinya harus
dilakukan secara berimbang, tidak terlalu terkonsentrasi
kepada peran bisnisnya sehingga mengabaikan peran
sosialnya.

Fungsi sosial di bank syariah dijalankan dalam dua skema.
Pertama, skema mal melalui distribusi dana zakat, infak, dan
sedekah; dan kedua, tamwil melalui pembiayaan gardu. °
Namun, dalam kenyataannya, sangat disayangkan, fungsi
sosial bank syariah, sampai saat ini, belum optimal dijalankan.

®> Tim penulis DSN-MUI, Himpunan Fatwa DSN (Jakarta: Intermasa,
2003)

® Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam
Tata Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007),
75.
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Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rania Kamla dan
Hussain G. Rammal terhadap peran sosial bank-bank syariah
di 19 negara menyimpulkan bahwa laporan yang ditampilkan
oleh bank-bank syariah mengandung sejumlah aspek budaya
dan agama yang membedakan mereka dari bank konvensional
dan sekaligus memberi kesan yang bersifat simbolik tentang
karakter yang islami. Dalam laporan tahunan, bank syariah
selalu memulai laporan dengan ayat-ayat al-Quran dan
penamaan produk dengan istilah-istilah khusus untuk
menunjukkan karakter Islamnya. Namun, laporan bank syariah
sangat dangkal dan gagal dalam upaya menekankan dimensi
spiritual bank syariah terhadap pemenuhan kebutuhan
masyarakat miskin. Yang sangat mengherankan bahwa istilah
seperti  ‘pemberantasan  kemiskinan™'atau bahkan kata
“kemiskinan” tidak disebutkan satu kali pun di situs web atau
laporan tahunan tersebut. ’

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pernyataan
bank syariah terkait dengan peran sosial mereka di masyarakat
gagal untuk memuaskan masyarakat muslim. Kegiatan sosial
dan etika lebih bersifat retorika dari pada tindakan dan
perubahan. Pernyataan-pernyataan terkait dengan keadilan
sosial lebih banyak diabaikan dan bank syariah terus mengejar
laba dan pertumbuhan. Bank-bank syariah terlihat mencari
keuntungan dengan sangat bersemangat dan agresif seperti
perusahaan dan bank konvensional. Sampai saat ini, laporan
bank syariah tidak memiliki informasi spesifik atau terperinci
mengenai skema atau inisiatif berkaitan dengan pengentasan
kemiskinan atau meningkatkan keadilan sosial.®

Hanum & Sholihin, dalam penelitian mereka yang
berjudul “Pengungkapan Keadilan Sosial: Studi pada Bank
Syariah  di  Indonesia” ingin  menganalisis  tingkat

" Rania_Kamla, Hussain G. Rammal, "Social reporting by Islamic
banks: does social justice matter?", Accounting, Auditing &
Accountability Journal, Vol. 26 Issue: 6, 2013, 911-945

8 .

Ibid



https://www.emeraldinsight.com/author/Kamla%2C+Rania
https://www.emeraldinsight.com/author/Rammal%2C+Hussain
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pengungkapan keadilan sosial dan untuk menganalisis
perubahan tingkat pengungkapan keadilan sosial Bank Umum
Syariah (BUS) di Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan
tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan,
perbankan syariah belum mampu menjelaskan aspek sosial
atau masyarakat dalam laporan tahunan perusahaan secara
luas. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat pengungkapan
pada tema skema dan kredit untuk masyarakat kurang mampu
dan tema gardu hasan, namun pengungkapan tersebut
merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan kesan atau
reputasi bahwa perusahaan telah bertanggung jawab terhadap
sosial atau lingkungan. Berdasarkan pengungkapan yang
dilakukan oleh 11 BUS di Indonesia dapat diketahui bahwa
bank tersebut tidak memiliki skema yang serius dalam
pengentasan kemiskinan atau peningkatan taraf hidup
masyarakat.’

Abdul Hamid dan Aris, dalam penelitiannya yang berjudul
“Peran Bank Syariah dalam Mengurangi Kemiskinan”
mengungkapkan bahwa bank syariah sebagai lembaga
keuangan Islam harus ikut berperan dalam meningkatkan
kesejahteraan semua masyarakat. Bank syariah memiliki
tujuan yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah
sebagai bank yang berlandaskan syariah dan moral memiliki
tujuan bukan hanya mencapai keuntungan semata tetapi juga
memiliki tujuan sosial dan spiritual (maghasid syariah). Opini
masyarakat yang terbangun selama ini bahwa bank syariah
hanyalah sebuah label Islam patut kita benarkan karena
pelayanan yang diberikan lebih banyak kepada masyarakat
konglomerasi.°

% Hanum & Sholihin, “Pengungkapan Keadilan Sosial: Studi pada Bank
Syariah di Indonesia”, Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 6(1),
2019, 1-16

1 Abdul Hamid dan Aris, “Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi
Kemiskinan”, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1,
Juni 2017, 67 - 82



Dalam laporan tahunan bank syariah di Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), khususnya skema gardu dan ZIS, fungsi
sosial bank-bank syariah di Indonesia juga belum
memperlihatkan prestasi yang memuaskan. Hal ini dapat
terlihat pada tabel 1:

Tabel 1

Realisasi mal dan Tamwil di BUS tahun 2016
(Ribuan Rupiah)

Bank %

No Syariah Aset Qardu Qardu ZIS
1 | BRIS 24.230.247.000. 398.874.000 | 1.6 % 4.242.000
2 | BNIS 23.017.667.000 580.340.000 | 2.5% | 12.786.000
3 | MEGAS 5.559.820.000 44.642.000 | 0.8 % 1.001.000
4 | BSM 70.369.709.000 | 1.967.130.000 | 2.7 % | 31.283.000
5 | BMI 57.140.617.000 240.248.000 | 0.4% | 12.533.000

Sumber : Laporan Tahunan Bank Syariah

Dari tabel 1 ini terlihat bahwa pembiayaan gardu di BUS
yang sudah memiliki modal yang besar, rata-rata masih berada
di bawah 2 persen bahkan ada yang masih berada di bawah 1
persen. Sedangkan penyaluran zakat, infak dan shadagah jauh
lebih kecil dibandingkan pembiayaan gardu.

Tabel 2

Realisasi mal dan Tamwil di BPRS tahun 2016
(Ribuan Rupiah)

. %
No Bank Syariah Aset Qardu Qardu ZIS
1 | BPRS Amanah Insani 79,614,196 | 1,649,203. 2.0% 0
Bekasi Jawa Barat
2 | BPRS Mulia Berkah 59,948,490 0 0% 0
Abadi Kota
Tangerang Banten
3 | BPRS Cempaka Al 18,830,708 468,515 24 % 0
Amin Jakarta Selatan
DKI Jaya
4 | BPRS Danagung 35,877,546 18,989 | 0.05%
Syariah Sleman DIY
5 | Bhakti Haji Malang 3,375,785 0 0% 0
Jawa Timur
6 | BPRS Ampek 48,849,029 20,757 | 0.04% 0
Angkek Candung
Sumatera Barat
7 | BPRS Amanah Insan 17,527,762 0 0% 0




Cita Deli Serdang
Sumut

8 | BPRS Indo Timur 14,644,618 0 0% 0
Makasar Sulsel

9 | BPRS Dinar Ashri 176,740,868 | 5,086,554 2.8%
Mataram NTB

10 | BPRS 9,910,445 0 0% 0
Dana Amanah

11 | BPRS 20.802.972. 15.000. | 0.07 % 0
Dana Mulia

12 | BPRS CSU 9.999.007. 125.417. | 1.25% 0

13 | BPRS 19,967,781 0 0% 0
Al Mabrur

14 | BPRS 14.637.635. 324.400. 2.2% 0
Darma kuwera

15 | BPRS HIK 33,347,964 0 0% 0

16 | BPRS Sukowati 99.421.872. 24.110. | 0.02 % 0

17 | BPR 48,205,642 0 0% 0
Insan madani

Sumber : Laporan Tahunan Bank Syariah

Dari tabel 2 terlihat bahwa pembiayaan gardu di beberapa
BPRS di Indonesia lebih rendah dibandingkan pembiayaan
gardu di BUS, yaitu rata-rata di bawah 1 persen dan bahkan
ada 9 BPRS dari 17 BPRS sama sekali tidak menyalurkan
pembiayaan gardu. Sedangkan penghimpunan dan penyaluran
dana zakat, infak dan sedekah di BPRS, pada umumnya, tidak
ada yang melakukan penghimpunan dan penyaluran.

Kecilnya prosentase dana penyaluran untuk pembiayaan
gardu dan tidak adanya penghimpunan dan penyaluran dana
ZIS di bank syariah, khususnya BPRS, menunjukkan bahwa
bank syariah belum optimal dalam menjalankan fungsi
sosialnya. Kondisi ini, kemudian mengundang banyak kritikan
dari masyarakat, khususnya dari masyarakat muslim duafa.
Kritikan itu lebih diarahkan pada fungsi gardu dibandingkan
dengan fungsi ZIS karena masyarakat memahami bahwa bank
adalah tempat mereka mendapatkan hutang sedang zakat
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mereka dapatkan di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah
(LAZIS). M

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran sosial bank
syariah di beberapa bank syariah dunia, dan berdasarkan data
laporan publikasi tahunan bank-bank syariah di Indonesia
maka terlihat dengan jelas adanya kesenjangan antara idealita
fungsi sosial yang harus diperankan oleh bank syariah dengan
realita peran sosial bank syariah yang terjadi di lapangan. Oleh
karena itu, sangat diperlukan adanya penelitian tentang
optimalisasi fungsi sosial bank syariah dengan upaya mencari
kendala bagi bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya
melalui pembiayaan gardu. Setelah mengetahui kendala bagi
bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya melalui
pembiayaan gardu, maka selanjutnya sangat diperlukan adanya
sebuah analisa dalam rangka mencari solusi terhadap
permasalahan gardu dalam menjalankan fungsi sosial bank
syariah.

Menemukan kendala dalam menjalankan fungsi sosial
melalui pembiayaan gardu di bank syariah dan mencari solusi
sangat penting untuk dilakukan mengingat landasan filosofis
ekonomi Islam yang menuntut agar harta yang dititipkan Allah
kepada manusia harus diberdayakan agar memiliki fungsi
sosial. Bank syariah yang merupakan salah satu lembaga
keuangan yang menganut prinsip syariah juga harus
diberdayakan sehingga fungsi sosialnya dapat dirasakan secara
optimal oleh rakyat Indonesia umumnya dan masyarakat
muslim khususnya, terlebih lagi masyarakat muslim yang
tingkat perekonomian menengah ke bawah. Penelitian ini
diharapkan akan memberikan kontribusi dalam optimalisasi
fungsi sosial perbankan syariah di Indonesia, khususnya BPRS
sebagai bank yang sangat dekat dengan masyarakat menengah
ke bawah.

1 Syafii Antonio dan Hilman F. Nugraha, “Peran Intermediasi Sosial
Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin”, Jurnal TSAQAFAH, Vol. 9,
No. 1, April 2013, 125.



Penelitian ini hanya dilakukan di Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS), dan tidak dilakukan di Bank Umum
Syariah (BUS) mengingat tingkat optimalisasi fungsi sosial di
BPRS lebih rendah dibandingkan dengan BUS, dan BPRS
adalah bank yang sangat dekat dengan masyarakat menengah
ke bawah. Penelitian ini juga membatasi wilayah penelitian
hanya meliputi BPRS se Eks Karesidenan Surakarta.
Pembatasan wilayah ini dilakukan karena dapat terjangkau
peneliti dapat melakukan pengumpulan data secara lebih
maksimal, intensif dan akurat.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah
penelitian dirumuskan sebagai berikut:
1. Mengapa pembiayaan gardu di BPRS se Eks
Karesidenan Surakarta tidak difungsikan secara optimal?
2. Bagaimana solusi agar pembiayaan gardu di BPRS se
Eks Karesidenan Surakarta dapat berfungsi optimal
dalam implementasi fungsi sosial perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Menganalisa kendala pembiayaan gardu di BPRS se Eks
Karesidenan Surakarta.
2. Untuk mencari solusi agar pembiayaan gardu di BPRS
se Eks Karesidenan Surakarta dapat berfungsi optimal
dalam implementasi fungsi sosial perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi berupa gagasan dalam upaya mengoptimalkan
fungsi sosial bank syariah melalui skema gardu sebagai
salah satu instrumen dalam menjalankan fungsi sosial di
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perbankan syariah yang selama ini belum difungsikan
secara optimal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu
alternatif solusi bagi LKS umumnya dan BPRS se Eks
Karesidenan  Surakarta  khususnya  dalam  upaya
mengoptimalkan fungsi sosial LKS melalui pembiayaan
gardu. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan juga
dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat umum
yang ingin menyalurkankan hartanya melalui pembiayaan
gardu, baik di BUS, BPRS, khususnya BPRS se Eks
Karesidenan Surakarta maupun di LKS-LKS yang ada di
masyarakat.

3. Manfaat Untuk riset-riset berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian awal
yang dapat dilanjutkan oleh peneliti-peneliti berikutnya
yang berkaitan dengan tema optimalisasi fungsi sosial bank
syariah melalui pembiayaan gardu. Di samping itu, juga
dapat menjadi suatu model penelitian yang bisa menjadi
acuan untuk penelitian berikutnya.

E. Telaah Pustaka
Penelitian tentang aspek sosial bank syariah sudah banyak
dilakukan. Penelitian yang sudah dilakukan dapat diklasifikasi
menjadi tiga. Pertama, penelitian tentang fungsi sosial bank
syariah, kedua penelitian tentang qgardul hasan, dan ketiga,
penelitian tentang gardu.
Peneltian tentang fungsi sosial bank syariah dilakukan
oleh Mohammad Nor Aldeen Ordenyah.'? Dalam penelitian itu
disimpulkan bahwa gardul hasan memiliki peranan yang

12 Mohammad Nor Aldeen Ordenyah, “The Interest Loan and its Rules
in the Islamic Jurisprudence (Figh)”, Thesis Fakultas Studi pascasarjana di
Universitas Al Najah di Nablus (Palestina: Tnp, 2010).
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strategis bagi perbankan syariah dalam memberikan pelayanan
sosial dan bantuan pinjaman bagi masyarakat miskin.

Penelitian dalam hal yang sama juga dilakukan oleh
Widiyanto, Mutamimah, dan Hendar Fakultas Ekonomi
Universitas  Islam  Sultan  Agung.’*  Penelitian ini
mengungkapkan BMT melalui pembiayaan gardul hasan
sangat membantu perekonomian masyarakat lemah. Fungsi
gardul hasan di BMT dalam membantu pengentasan
kemiskinan akan lebih maksimal jika didukung oleh tokoh
tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

Prehantoro, dalam penelitiannya tentang fungsi sosial
bank syariah mengatakan bahwa Bank syariah, di samping
bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  dengan
menghimpun dan menyalurkan dana pihak Kketiga, juga
bergerak di bidang sosial dengan menerima dan menyalurkan
dana yang berasal dari ZIS, ta'zir dan wakaf uang.'*

Syafii Antonio dan Hilman F. Nugraha, dalam salah satu
tulisannya yang berjudul “Peran Intermediasi Sosial Perbankan
Syariah bagi Masyarakat Miskin” sampai kepada kesimpulan
bahwa bank syariah merupakan salah satu lembaga yang dapat
mewadahi kepentingan ekonomi kaum duafa melalui produk-
produk sosialnya.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rania Kamla dan
Hussain G. Rammal terhadap peran sosial bank-bank syariah
di 19 negara menyimpulkan bahwa laporan yang ditampilkan
oleh bank-bank syariah mengandung sejumlah aspek budaya
dan agama yang membedakan mereka dari bank konvensional
dan sekaligus memberi kesan yang bersifat simbolik tentang
karakter yang islami. Dalam laporan tahunan, bank syariah
selalu memulai laporan dengan ayat-ayat al-Quran dan

3 Widiyanto, Mutamimah, dan Hendar fakultas Ekonomi Universitas
Islam Sultan Agung, “Effectivenness of Qardu al-Hasan Financing as a
Poverty Alleviation Model”, Ecomomic Journal of Emerging Markets, April
2011.

 Prehantoro, “Fungsi Sosial Bank Syariah”, Jurnal PERSPEKTIF,
Volume XV No. 2 Tahun 2010 Edisi April.
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penamaan produk dengan istilah-istilah khusus untuk
menunjukkan karakter Islamnya. Namun, laporan bank syariah
sangat dangkal dan gagal dalam upaya menekankan dimensi
spiritual bank syariah terhadap pemenuhan kebutuhan
masyarakat miskin. Yang sangat mengherankan bahwa istilah
seperti  ‘pemberantasan  kemiskinan™'atau bahkan kata
“kemiskinan” tidak disebutkan satu kali pun di situs web atau
laporan tahunan tersebut. *®

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pernyataan
bank syariah terkait dengan peran sosial mereka di masyarakat
gagal untuk memuaskan masyarakat muslim. Kegiatan sosial
dan etika lebih bersifat retorika dari pada tindakan dan
perubahan. Pernyataan-pernyataan terkait dengan keadilan
sosial lebih banyak diabaikan dan bank syariah terus mengejar
laba dan pertumbuhan. Bank-bank syariah terlihat mencari
keuntungan dengan sangat bersemangat dan agresif seperti
perusahaan dan bank konvensional. Sampai saat ini, laporan
bank syariah tidak memiliki informasi spesifik atau terperinci
mengenai skema atau inisiatif berkaitan dengan pengentasan
kemiskinan atau meningkatkan keadilan sosial.®

Hanum & Sholihin, dalam penelitian mereka yang
berjudul *“Pengungkapan Keadilan Sosial: Studi pada Bank
Syariah di  Indonesia” ingin  menganalisis  tingkat
pengungkapan keadilan sosial dan untuk menganalisis
perubahan tingkat pengungkapan keadilan sosial Bank Umum
Syariah (BUS) di Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan
tahun 2016. Sampel akhir pada penelitian ini yaitu 33 laporan
tahunan BUS dari 11 BUS di Indonesia. Berdasarkan hasil
analisis isi terhadap laporan tahunan BUS, tingkat
pengungkapan keadilan sosial secara umum mengalami
peningkatan dari tahun 2014 berjumlah 489 kalimat,

> Rania Kamla, Hussain G. Rammal, "Social reporting by Islamic
banks: does social justice matter?", Accounting, Auditing &
Accountability Journal, Vol. 26 Issue: 6, 2013, 911-945
16 .
Ibid


https://www.emeraldinsight.com/author/Kamla%2C+Rania
https://www.emeraldinsight.com/author/Rammal%2C+Hussain
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meningkat menjadi 546 kalimat pada tahun 2015, dan 592
kalimat pada tahun 2016. Penelitian ini juga menemukan
bahwa tingkat pengungkapan tertinggi hingga terendah secara
berurutan adalah tema kontribusi terhadap masyarakat dengan
total 1.196 kalimat atau sebesar 73,46%; tema kepatuhan
terhadap syariah dengan total 360 kalimat atau sebesar
22,11%; tema fungsi sosial berupa baitul mal dengan total 32
kalimat atau sebesar 1,97%; tema skema dan pembiayaan
mikro untuk masyarakat kurang mampu dengan total 31
kalimat atau sebesar 1,90%; tema pendanaan proyek sosial
dengan total 6 kalimat atau sebesar 0,37%; dan tema gardu
hasan dengan total 3 kalimat atau sebesar 0,18%. Dengan
demikian, total pengungkapan dari 11 BUS di Indonesia dalam
3 tahun pengamatan (tahun 2014-2016) berjumlah 1.628
kalimat pengungkapan keadilan sosial. Berdasarkan hasil
analisis yang dilakukan, perbankan syariah belum mampu
menjelaskan aspek sosial atau masyarakat dalam laporan
tahunan perusahaan secara luas. Hal ini terlihat dari rendahnya
tingkat pengungkapan pada tema skema dan kredit untuk
masyarakat kurang mampu dan tema gardu hasan, namun
pengungkapan tersebut merupakan upaya perusahaan untuk
menciptakan kesan atau reputasi bahwa perusahaan telah
bertanggung jawab terhadap sosial atau lingkungan.
Berdasarkan pengungkapan yang dilakukan oleh 11 BUS di
Indonesia dapat diketahui bahwa bank tersebut tidak memiliki
skema yang serius dalam pengentasan kemiskinan atau
peningkatan taraf hidup masyarakat.*’

Siti Amaroh melakukan penelitian tentang keadilan sosial
dan altruisme dalam implementasi sistem perbankan syariah.
Dalam penelitian ini Siti Amarah menyimpulkan bahwa bank
syariah menempatkan perannya dalam memobilisasi dana dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam beragam bentuk

" Hanum & Sholihin, “Pengungkapan Keadilan Sosial: Studi pada Bank
Syariah di Indonesia”, Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 6(1),
2019, 1-16


https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2105179278_Siti_Amaroh
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produk berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pencapaian
ekonomi dan sosial merupakan tujuan pokok didirikannya
bank syariah.®

Abdul Hamid dan Aris, dalam penelitiannya yang berjudul
“Peran Bank Syariah dalam Mengurangi Kemiskinan”
mengungkapkan bahwa bank Syariah sebagai lembaga
keuangan Islam harus ikut berperan dalam meningkatkan
kesejahteraan semua masyarakat. Bank syariah memiliki
tujuan yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah
sebagai bank yang berlandaskan syariah dan moral memiliki
tujuan bukan hanya mencapai keuntungan semata tetapi juga
memiliki tujuan sosial dan spiritual (maghasid syariah). Oleh
karenanya penyusunan rencana bisnis Bank Syariah harus
dilandasi dengan prinsip bisnis yang berkelanjutan dan
mendasarkan pada keseimbangan duniawi dengan terciptanya
kesejahteraan (maslahat) menuju tercapainya kemenangan
yang abadi (falah). Bank Syariah sebagai lembaga yang
keuangan Islam harus berbenah dalam rangka ikut berperan
dalam meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat. Oleh
karena itu yang terbangun selama ini bahwa bank syariah
hanyalah sebuah label Islam patut kita benarkan karena
semangat sebagian komponen yang terkait dengan institusi
tersebut bersifat tergesa gesa yang hanya berorientasi kepada
pelayanan kepada masyarakat kongmelomerasi. Akibatnya,
keberadaannya belum memberikan kontribusi terhadap
perekonomian. Rasionalisasi keberadaan lembaga bank syariah
harus berfokus pada pemerataan kekayaan kepada seluruh
masyarakat khususnya kaum miskin yang diharapkan akan
memberikan kemampuan daya beli sejalan dengan konsep al-
Quran yaitu zakat. Pemberdayaan dana zakat dalam hal ini
sebagai instrumen paradigma, konsepsi dan filisofis, sementara
bank syariah sebagai instrumen implementatif, operasional

® siti_Amaroh, “Prinsip Keadilan Sosial Dan Altruisme Dalam
Penerapan Sistem Perbankan Syariah”, Economica, Jurnal Ekonomi Islam,
Volume V/ Edisi 2, Oktober 2014, 87-103


https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2105179278_Siti_Amaroh
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empirik yang akan diharapkan berjalan searah menuju
masyarakat yang berkesadaran ekonomi ilahiyah dalam rangka
mengurai kesenjangan yang semakin melebar.*

Sutrisno dalam salah satu bukunya berjudul “Perbankan
Syariah: Distorsi, Implementasi dan Solusi”, % dalam salah satu
babnya berjudul “Bank Syariah dan Fungsi Sosial,” ia
mengatakan bahwa bank syariah tidaklah sebagai sebuah
lembaga bisnis yang hanya berorientasi pada profit semata,
akan tetapi bank syariah di samping memiliki kepentingan
bisnis, juga mengusung sebuah tanggung jawab etis yang harus
dijalankan, terutama yang terkait dengan fungsi sosialnya.

Sebagaimana pada awal pendirian bank syariah selain
bertujuan untuk menyediakan lembaga keuangan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah Islam yakni tidak boleh
mengaplikasikan suku bunga, juga untuk meningkatkan
kesejahteraan umat. Masih banyak umat Islam yang masuk
kategori masyarakat kurang mampu, sehingga perlu ada upaya
yang sungguh-sungguh untuk mengangkat peri kehidupan
mereka. Oleh karena itu bank syariah selain menyediakan
lembaga keuangan bebas bunga juga harus mampu
menjalankan fungsi sosial dalam rangka meningkatkan taraf
hidup masyarakat.

Dari amanat undang-undang tersebut, bank syariah harus
mampu melaksanakan menjalankan tugasnya dalarn rangka
menggalang dana zakat dan sekaligus menyalurkannya baik
secara  langsung  maupun  menyalurkannya  kepada
lembaga zakat yang resmi. Bank syariah juga bisa menggalang
dana yang berasal dari infak dan sadagah serta hibah.
Penyaluran dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat
yang kurang mampu melalui pembiayaan yang tidak

9 Abdul Hamid dan Aris, “Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi
Kemiskinan”, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1,
Juni 2017, 67 - 82

0 sutrisno, Perbankan Syariah: Distorsi, Implementasi dan Solusi
(Yogyakarta: Ekonesia, 2016).
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memungut kompensasi apapun kecuali pokok pinjaman. Jenis
pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah yang tidak
mensyaratkan memberikan imbalan atau marjin laba dan cukup
mengembalikan pokok pinjamannya adalah pembiayaan gardu
atau gardul hasan.

Sutrisno juga menjelaskan bahwa ada peran ganda bank
syariah yakni sebagai lembaga keuangan yang berorientasi
laba tetapi juga diberi amanah untuk menjalankan fungsi
sosial. Pada kenyataannya, ada beberapa distorsi pada aplikasi
fungsi sosialnya, antara lain:

a. Lebih mendahulukan kepentingan jangka pendek yakni
lebih mengutamakan keuntungan tidak ubahnya bank
konvensional.

b. Telah mereduksi makna fungsi sosial menjadi
penyaluran dana sosial (zakat, infak sedekah/ ZI1S).

c. Masih sangat lemahnya upaya bank syariah dalam
menjalankan fungsi sosial. Ini terlihat dari jumlah dana
dari zakat, infag dan sadagah (ZIS) yang bisa
dikumpulkan oleh bank syariah. Bahkan ada bank
syariah yang sama sekali tidak mempunyai saldo ZIS,
artinya bank syariah ini tidak menjalankan fungsi
sosialnya.

d. Masih banyaknya bank syariah menjadikan dana ZIS
untuk program corporate social responsibility (CSR),
padahal program CSR scharusnya diambilkan dari
sebagian keuntungan bank bukan dari dana ZIS.

Sebagai solusi yang ditawarkan Sutrisno adalah bank
syariah harus melakukan redefinisi fungsi sosial yang tidak
hanya menjadi pengumpul zakat, infag dan sadagah (ZIS) seta
menyalurkannya, tetapi harus lebih luas yakni melakukan
pelayanan  sebaik-baiknya kepada masyarakat untuk
meningkatkan citra bank syariah. Memang fungsi sosial bank
syariah  lebih  terlihat pada kemampuannya untuk
mengumpulkan dana yang berasal dari ZIS, serta memberikan
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pembiayaan dalam bentuk gardu yakni pembiayaan yang tidak
menarik keuntungan apapun dari peminjaman kecuali hanya
mengembalikan pokok pinjaman. Oleh karena itu perlu upaya
yang serius bagi bank syariah untuk menjalankan fungsi ini.
Saat ini masih banyak bank syariah yang pengumpulan ZIS
sangat sedikit bahkan ada yang tidak mampu mengumpulkan,
padahal ZIS bisa dikumpulkan langsung dari gaji para
karyawan dan pimpinan bank syariah, selain bisa dikumpulkan
dari nasabah dan masyarakat.

Dalam menjalankan  fungsi  sosial, dana yang
dimanfaatkan sebagian besar dari Zakat yang pada dasarnya
penyaluran dana zakat harus sesuai dengan asnaf,
dana zakat bisa diberikan untuk kegiatan produktif maupun
konsumtif, sehingga bank syariah karena bergerak sebagai
perantara keuangan, maka bisa menyalurkannya sebagai
pembiayaan gardu. Namun sebagian besar bank syariah
memanfaat kan dana ZIS ini untuk program CSR. Hal ini
tentunya kurang pas, karena CSR sebenarnya kewajiban bank
dalam memperhatikan lingkungannya. CSR diwajibkan bagi
semua perusahaan yang berbentuk PT sesuai dengan Undang-
undang perseroan Terbatas (PT). Pada umumnya dana CSR
diambilkan dari keuntungan perusahaan. Oleh karena itu bank
syariah sebenarnya tidak boleh menggunakan dana ZIS untuk
program CSRnya. Oleh karena itu bank syariah perlu
membedakan fungsi sosialnya. Jika aktivitas sosialnya berupa
CSR, maka dananya diambilkan dari keuntungan perusahaan,
tetapi jika aktivitas sosialnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup kaum duafa, bisa memanfaatkan dana yang berasal dari
ZIS.

Bank syariah perlu melakukan social education dalam
bentuk penyadaran kepada masyarakat bahwa kelebihan
perbankan syariah tidak hanya diwujudkan dalam minimnya
risiko kerugian yang ditanggung (karena tidak terikat langsung
dengan fluktuasi tingkat suku bunga), tetapi juga diwujudkan
dalam berntuk pencapaian keuntungan sosial (karena
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dilandaskan pada standar-standar moral semisal kepercayaan,
keadilan, kejujuran dan sebagainya).

Penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas,
sebagian besar melihat bahwa fungsi sosial bank syariah lebih
diperankan oleh zakat, infaq dan sedekah. Sutrisno berusaha
untuk memberikan kritikan bahwa bank syariah jangan terlalu
mengandalkan fungsi sosialnya kepada kegiatan zakat, infaq
dan sedekah, tetapi juga harus menfungsikan elemen sosial
lainnya seperti gardu dan CSR dengan menggunakan modal
bank, bukan dari dana ZIS. Namun Sutrisno tidak membahas
lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya. Adapun penelitian
dalam disertasi ini membahas secara mendalam mulai dari
bentuk aplikasi gardu di bank syariah sampai pada kendala dan
solusinya.

Ada penelitian-penelitian yang sudah mulai berkonsentrasi
pada gardul hasan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Abd.
Su’ud.?! Abd. Suud meneliti tentang upaya bank syariah dalam
mengembangkan qardul hasan agar lebih memiliki daya
kompetitif. Dalam penelitian itu Suud menjelaskan bahwa
gardul hasan dapat bersaing secara kompetitif apabila
pemanfaatan qardul hasan yang selama ini lebih banyak
diprioritaskan untuk fakir miskin, harus diperluas jangkauan
manfaatnya golongan lainnya seperti muallaf, amil, gharim, fi
sabilillah dan ibnu sabil. Di samping itu nasabah yang
mendapatkan fasilitas gardul hasan tidak hanya mendapatkan
dana tetapi harus disertai dengan pemberdayaan insaninya agar
dana tersebut dapat berfungsi secara maksimal.

Penelitian yang berkaitan dengan gardul hasan juga
dilakukan oleh Firdaus Furywardana.?? Firdaus menfokuskan
penelitiannya tentang peluang macet pada pembiayaan gardul

L Abd. Su’ud, “Prespektif Pengembangan Al-Qardul hasan dalam
Meningkatkan Keunggulan Kompetitifnya”, Tesis S2 (Yogyakarta: Ekonomi
Islam MSI UlI, 2007).

2 Firdaus Furywardana, “Evaluasi Non Perfomance Loan (NPL)
Pinjaman Qardul hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)”,
Tesis S2 (Yogyakarta: Ekonomi Islam MSI UlI, 2006).
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hasan. Dalam penelitiannya Firdaus mendapatkan fakta bahwa
pembiayaan gardul hasan di BNI Syariah Yogyakarta dapat
meningkatkan NPF. Hal ini disebabkan karena nasabah yang
mendapatkan fasilitas gardul hasan adalah nasabah yang
memiliki perekonomian menengah ke bawah yang modal
usahanya sangat minim. Di samping itu mereka juga termasuk
nasabah yang belum berpengalaman dalam dunia usaha, baik
pengalaman dalam usaha maupun pengalaman dalam
manajemen pengelolaan keuangannya.

Badarudin,® peserta program pasca sarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, dalam tesisnya mengangkat masalah:
mengapa porsi pembiayaan qardul hasan di BPRS Metro
Madani cukup besar. Dalam kesimpulannya, Badarudin
mengungkapkan bahwa banyaknya pembiayaan gardul hasan
di BPRS Metro Madani disebabkan karena tingginya
kesadaran masyarakat untuk berzakat dan adanya kepercayaan
mereka dalam menitipkan zakat mereka kepada BPRS Metro
Madani.

Tema-tema penelitian yang dipaparkan di atas pada
umumnya terfokus pada produk qardul hasan dengan
penekanan yang berbeda. Penelitian pertama menyoroti aspek
dampaknya terhadap NPF sedangkan yang kedua melihat
faktor yang mempengaruhi peminat nasabah menyerahkan
hartanya untuk gardul hasan. Istilah gardul hasan dalam dunia
perbankan syariah memiliki makna yang berbeda dengan
istilah gardu, meskipun dalam literatur fikih keduanya
memiliki makna yang sama. Karena dua istilah itu memiliki
makna yang berbeda, maka penelitian tentang gardu yang
dilakukan dalam disertasi ini tentu juga berbeda dengan
penelitian-penelitian tentang gardul hasan di atas.

Adapun penelitian tentang gardu sudah dilakukan oleh
beberapa peneliti yang dapat diklasifikasikan dalam dua

% Badarudin, “Manajemen Pembiayaan Qardul hasan (Studi Kasus di
BPRS Metro Madani, Lampung)”, Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Tnp, 2011).



19

kategori besar. Pertama, penelitian gardu dalam ranah ekonomi

syariah. Kedua, penelitian tentang gardu dalam ranah hukum

ekonomi syariah. Penelitian tentang qgardu dalam ranah

ekonomi syariah telah dilakukan dengan beberapa tema, antara

lain:

a. Qardu sebagai Kelengkapan bagi Akad Bisnis
Endang Puji Lestari, dalam penelitiannya menyimpulkan
bahwa pelaksanaan qardu beragun emas pada BNI
Syariah Yogyakarta ada yang sesuai dan ada pula yang
tidak sesuai dengan Surat Edaran Bl No. 14/7/DPbS.
Pelaksanaan yang sesuai dengan surat edaran Bl adalah
pelaksanaan yang berkaitan dengan penetapan tarif biaya
pemeliharaan  barang  jaminan,  pendistribusian
pendapatan pemeliharaan barang jaminan kepada
nasabah penyimpan dana, SOP tertulis pencantuman,
tujuan penggunaan pada formulir aplikasi, kepemilikan
barang agunan, jumlah portofolio setiap akhir bulan, dan
jumlah maksimal pembiayaan serta jangka wakitu.
Sedangkan yang belum sesuai berkaitan dengan nilai
financing to value. 2
b. Risiko Pembiayaan Qardu terhadap non Performing

Financing (NPF) Bank Syariah.
Penelitian Tri Widiastuty yang berjudul The Influence of
Non Performing Financing of Qardu and ljarah to Bank
Syariah ~ Mandiri  Insolvability,  berusaha  untuk
mengetahui pengaruh risiko pembiayaan gardu dan
ljarah terhadap insolvabilitas Bank Syariah Mandiri
yang dilihat pada laporan bulanan baik secara simultan
maupun secara parsial. Risiko pembiayaan gardu dan
ljarah merupakan pembiayaan qardu dan ljarah
bermasalah yang mana pinjamannya mengalami
kesulitan dalam pelunasannya baik yang diakibatkan

?* Endang Puji Lestari, “Prinsip Kehati-hatian dalam Produk Qardu
Beragun Emas Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah
Yogyakarta,” Thesis (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012).
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oleh kelalaian maupu karena unsur ketidakmanpuan
nasabah dalam mengembalikan pinjamannya.

Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah
laporan keuangan BSM semenjak bank tersebut berdiri
tahun 1999 hingga tahun 2010. Dengan metode
purposive sampling (kriteria kelengkapan data) diperoleh
sampel sebanyak 48 bulan yaitu mulai dari bulan Januari
2007 hingga Desember 2010. Untuk menganalisa data-
data tersebut digunakan metode penelitian kuantitatif
dengan tingkat eksplanasi asosiatif yang menggunakan
dasar teori yang ada untuk mencapai kesimpulan serta
metode analisis regresi berganda. Dalam analisis regresi
berganda tersebut, operasionalisasi variabel yang
digunakan adalah variabel independen yang terdiri atas
non performing financing ratio gardu dan non
performing financing ratio ijarah serta variabel
dependennya berupa insolvabilitas Bank Byariah
Mandiri yang diukur dengan rasio DER.

Hasil penelitian menunjukkan risiko pembiayaan
gardu dan ijarah secara bersama-sama mempengaruhi
insolvabilitas Bank Syariah Mandiri yang ditunjukkan
dengan nilai koefisien determinasi sebesar 57,9 %.
Sementara selebihnya 42,1 disebabkan oleh unsur lain di
luar variabel yang diteliti. Pengujian secara parsial
memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan qardu
berpengaruh positif terhadap insolvabilitas Bank Syariah
Mandiri. Sama halnya dengan risiko pembiayaan ljarah
berpengaruh positif terhadap insolvabilitas Bank Syariah
Mandiri.?®

c. Aplikasi Qardu sebagai Akad yang Mandiri di

Perbankan Syariah

% Tri Widiastuty, The Influence of Non Performing Financing of

Qardu and ljarah to Bank Syariah Mandiri Insolvabiliti (Pajajaran: Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, tt).
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Tesis Andita Yuni Santoso,”® memaparkan bahwa
produk gardu di Bank BRI Syariah cabang Semarang
diprioritaskan untuk nasabah duafa yang ingin
melakukan usaha tetapi tidak memiliki modal yang
cukup dan keahlian untuk menjalankan usaha tersebut.
Dana yang diberikan kepada nasabah adalah dana yang
berasal dari pendapatan non halal yaitu dana yang
bersumber dari denda. Besarnya dana yang diberikan
tidak melebihi 1 juta dengan jangka waktu yang relatif
pendek yaitu tiga, enam, atau dua belas bulan.

Sebelum diputuskan untuk diterima permohanan
pembiayaan nasabah, BRI Syariah Semarang melakukan
survey kelayakan terhadap nasabah, baik yang berkaitan
dengan  kemampuan untuk  melakukan  usaha,
kemampuan untuk mengembalikan pinjaman maupun
karakter nasabah. Apabila terjadi keterlambatan atau
dalam mengembalikan pinjaman, BRI Syariah tidak
memberikan sangsi berupa apapun tetapi bank
memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo sehingga
dapat memperkecil jumlah cicilan, dan melakukan
pembinaan dan pendampingan usaha.

Adapun penelitian tentang gardu dalam bentuk penelitian
Hukum Ekonomi Syariah belum banyak dilakukan. Penelitian
dalam bentuk ini pernah dilakukan oleh Mazin Mishbah
Shabah, profesor figih dan ushul figih Universitas al-Azhar
dan Samia Muhammad Abu ‘Urjah, profesor figih
perbandingan Universitas al-Azhar, dalam tulisan mereka yang
berjudul Ahkamu raddi al-Qardui fi al-Figh al-Islami, yang
dimuat di Majallah al-Jami’ah al-Islamiyah, jilid XIII tahun
2005. Mereka meneliti tentang hukum mengembalikan hutang

% Andita Yuni Santoso, SH., “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardu
pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang”, Tesis Program Pasca Sarjana
Universitas Diponigoro Semarang (Semarang:Tnp, 2005).
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dalam figih Islam?. Dalam penelitian itu mereka
menyimpulkan antara lain:

a. Pihak yang berhutang tidak boleh dibebankan untuk
mengembalikan hutangnya melebihi jumlah hutangnya.

b. Jika hutangnya berupa emas atau perak, maka ia harus
mengembalikan dengan jenis yang sama. Demikian juga
terhadap barang yang lainnya, harus dikembalikan dalam
bentuk barang yang sejenis.

c. Apabila barang yang dihutang merupakan barang gimmi,
maka harus dikembalikan berdasarkan nilainya.

d. Diperbolehkan menentukan batas waktu hutang piutang,
meskipun ada  beberapa ulama yang tidak
memperbolehkannya seperti mayoritas dari ulama
Hanafi, Syafi’i dan Hambali.

Apabila hutang tidak dibayar setelah jatuh tempo karena
ketidakmampuan yang berhutang, maka yang mempiutangi
tidak boleh memberi denda kepada yang berhutang. Perbedaan
yang sangat prinsip pada agad gardu antara bank syariah dan
bank non syariah adalah terletak pada pemberian tambahan
yang dibebankan pada peminjam. Bagi bank syariah, tambahan
itu termasuk dalam katagori riba, karena karakteristik kontrak
ini ditandai dengan adanya kebaikan dan berorientasi sosial,
sehingga tidak ada alasan untuk memberikan tambahan,
apakah tambahan itu terdapat pada uang yang dipinjam atau di
luar itu, misalnya sebagai hadiah. Sedangkan pada bank non
syariah, tambahan ini justru menjadi suatu aturan hukum
sebagai jaminan perlindungan bagi bank. Namun, di samping
itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa aplikasi riba pada
bank berdampak negatif pada tingkat individu, sistem sosial
atau ekonomi. Lebih jauh lagi sistem riba akan membentuk

%" Samia Muhammad Abu ‘Urjah, Mazin Mishbah Shabah, “ahkamu
raddi al-Qardui fi al-Fighi al-Islami”, dalam Majallah al-Jami’ah al-
Islamiyyah, ISSN 1726-6807. Tahun 2005.
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mentalitas dan moral yang buruk, baik pada tingkat individu
maupun masyarakat.

Farid Budiman,? dalam penelitiannya menjelaskan bahwa
karakteristik akad gardu adalah terletak pada sifak tabarru’nya.
Qardu membawa misi sosial dengan tujuan untuk menolong
masyarakat lemah sehingga tidak berorientasi untuk
mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diambil dari
gardu seberapapun kecilnya tetap dianggap riba. Hak yang bisa
didapatkan oleh bank syariah sebagai pengelola pembiayaan
gardu hanyalah sebatas biaya administrasi yang riil
dibutuhkan.

Penelitian-penelitian tentang gardu yang telah dipaparkan
di atas, pada umumnya menekankan bahwa bank syariah yang
menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan gardu tidak boleh
mengambil sedikitpun keuntungan karena keuntungan yang
diambil dari transaksi gardu, seberapapun banyak, adalah riba.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipapar di atas,
pada umumnya memandang fungsi sosial bank syariah lebih
diperankan oleh zakat, infak dan sedekah. Meskipun ada
penelitian yang melihat fungsi sosial bank syariah dari sisi
gardul hasan, namun penelitian itu lebih memfokuskan pada
sisi pengaruh gardul hasan terhadap NPF di bank syariah. Di
samping itu juga ada penelitian yang berkaitan dengan gardu,
namun penelitian itu lebih menekankan pada pembahasan
hukum mengambil keutungan dalam akad gardu.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan
oleh beberapa peneliti terhadulu sebagaimana yang sudah
dipaparkan di atas, penelitian ini berupaya mencari sebab dan
solusi terhadap kendala bank syariah dalam mengoptimalkan
fungsi sosialnya melalui kajian yang serius tentang gardu yang
dilakukan di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta. Diharapkan
penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam optimalisasi
fungsi sosial perbankan syariah di Indonesia, khususnya BPRS

% Farid Budiman, “Karakteristik Akad Pembiayaan al-Qardu sebagai
Akad Tabarru’”, Yuridika: Volume 28 No 3, September — Desember 2013.
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se Eks Karesidenan Surakarta melalui optimalisasi peran
gardu.

F. Kerangka Teori

Untuk menganalisa permasalahan dalam rangka mencari
faktor yang menjadi kendala penerapan gardu di BPRS se Eks
Karesidenan Surakarta serta mencari solusinya, maka penulis
akan menggunakan beberapa teori, di antaranya teori akad,
teori kepemilikan, teori gardu, teori giyas, dan teori regulasi,
teori pengawasan dan teori audit.

1. Teori Akad

Akad memiliki peran yang sangat penting dalam
mengatur hubungan antara manusia yang satu dangan
manusia lainnya. Melalui akad hak seseorang bisa terjaga,
melalui akad keadilan akan bisa terwujud, dan melalui akad
transaksi menjadi halal. Hubungan lawan jenis menjadi
haram apabila tidak melewati akad pernikahan, memakan
harta orang lain menjadi haram apabila tidak diawali
dengan akad hibah dan sedekah, mengambil harta orang
lain menjadi haram apabila tidak diawali dengan akad jual
beli, dan memakai harta orang lain menjadi haram apabila
tidak diawali dengan akad sewa-menyewa dan pinjam
meminjam.

Dalam penelitian ini teori akad akan digunakan untuk
mengetahui dan memahami bagaimana akad dalam
transaksi gardu. Dengan memahami teori akad akan dengan
mudah memahami bagaimana melaksanakan transaksi
gardu secara benar, dan dapat memahami sifat dan karakter
gardu dan dapat membedakan antara transaksi gardu dengan
transaksi-transaksi muamalah lainnya seperti wadiah,
pinjam meminjam, jual beli, hibah dan lain-lainnya.

2. Teori Kepemilikan (Hak Milik)
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Bicara tentang ekonomi syariah tidak bisa lepas dari
teori kepemilikan. Karena melalui teori-teori kepemilikan
akan muncul jenis-jenis akad yang berbeda sesuai dengan
sifat-sifat kepemilikan. Ada akad yang memiliki sifat
kepemilikan yang sempurna dan ada pula akad yang
memiliki sifat kepemilikan yang tidak sempurna.

Dalam penelitian ini, teori kepemilikan digunakan
untuk melihat sifat kepemilikan yang terdapat dalam akad
gardu. Dengan memahami konsep dan teori kepemilikan
dalam kajian figih muamalah akan memberikan kemudahan
untuk membedakan antara satu akad dengan akad yang
lainnya. Dalam konteks gardu, dengan memahami teori
kepemilikan, dengan mudah akan dapat membedakan antara
akad gardu dengan akad-akad lainnya seperti jual beli, sewa
menyewa, pinjam meminjam, wadiah dan yang lainnya,
karena akad gardu memang memiliki sifat kepemilikan
yang berbeda dengan akad-akad yang lainnya.

Di samping itu, teori kepemilikan ini juga digunakan
untuk  menganalisa  kesesuaian antara  akad-akad
pembiayaan dan akad-akad penghimpunan dana di
perbankan syariah. Dengan demikian, melalui teori
kepemilikan akan dapat menemukan solusi terhadap
problem pembiayaan gardu di BPRS se Eks Karesidenan
Surakarta, yaitu akad apa yang paling tepat dalam kegiatan
penghimpunan dana untuk pembiayaan gardu.

3. Teori Qardu
Teori tentang gardu sangat penting untuk digunakan
dalam penelitian. Hal ini disebabkan karena pembiayaan
yang berorientasi sosial di lembaga keuangan syariah
dilakukan melalui produk qardu. Di samping itu
pelaksanaan gardu merupakan objek utama yang akan dikaji
dalam penelitian ini.
Qardu menurut pandangan syara’ adalah sesuatu yang
dipinjamkan atau hutang yang diberikan. Menurut istilah
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para fugaha, gardu ialah memberi hak manfaat terhadap
sesuatu barang kepada orang lain dengan syarat orang
tersebut mengembalikannya tanpa tambahan sedikitpun.
Dengan kata lain, gardu adalah merupakan suatu kontrak
hutang yang berdasarkan atas azas tolong-menolong,
sukarela (tabarru’) dan belas kasihan kepada individu yang
memerlukan.?®

Menurut Syafi’i Antonio,*® gardu adalah pemberian
harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta
kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa
mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia, gardu adalah
akad pinjaman dari bank (muqrid)} kepada pihak tertentu
(mugtarid) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang
sama sesuai pinjaman.

Transaksi gardu diperbolehkan oleh para ulama
berdasarkan al-Quran,* hadits dan ijmak ulama.

a. Al-Quran

Larzg 2a s Al S8 Gl 4 Wielad es Gl 25 8 01 15 25
PL , s o«
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Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini
adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada

» Wahbah az-Az-Zuhaili, A/l-Figh al-Islami wa Adillatuhu, terjemah
Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 374.

%0 Syafi’i Antonio. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema
Insani, 2001),

! Ahmad lzzan, Referensi Ekonomi Syariah (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2006), 270.

*2Q.S. al-Bagarah (2): 245.

¥ Q.S. Al-Maidah (5): 2.
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Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan
Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah,
kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama

manusia”, sebagai  bagian  dari  kehidupan
bermasyarakat.
b. Sunnah

Rasulullah SAW bersabda:
LAl ogomy (on a5 aindio S (23 IS

“Setiap hutang piutang yang terdapat keuntungan di
dalamnya, maka keuntungan itu adalah riba.” **

Rasulullah juga bersabda:

Sl gl el ey e 1 Lo A Uy J6 16 T e
U b o b redis Gae ilan o dlly (blaal i wal) (1S i
e N o inally coisy Sy LI OY 106 S e il o

(itly sorle o oly) Bl o )

Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu
surga tertulis ’shadaqoh (akan diganti) dengan 10
kali lipat, sedangkan gardu dengan 18 kali lipat, aku
berkata:

“Wahai jibril, mengapa gardu lebih utama dari
sedekah?’ ia menjawab “karena ketika meminta,
peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara
ketika berutang, orang tersebut tidak berutang
kecuali karena kebutuhan. *°

¥ Abu Musa al Baihaqy, Sunan al Baihaqy al Kubra (Makkah:
Maktabah dar albazi, 1994).

% Muhammad bin Yazid Abi Abdillah Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah
(ttp Dar al-Fikr, tt



Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda:
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Dari Abu Rafi’ ia berkata Nabi berutang seekor
unta yang perawan, kemudian datanglah unta
hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada
saya untuk membayarkan kepada laki-laki
pemberi utang dengan unta Yyang sama
(perawan). Saya berkata: saya tidak menemukan
di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali kecuali
unta pilihan yang berumur enam masuk tujuh
tahun. Nabi kemudian bersabda: berikan saja
kepadanya unta tersebut karena sesungguhnya
sebaik baik manusia itu adalah orang orang yang
paling baik dalam membayar utang.*®

Untuk menentukan apakah pelaksanaan gardu
dianggap sah atau tidak, sangat tergantung kepada
apakah sudah terpenuhi rukun dan syarat sahnya.

1) Rukun
Menurut jumhur, rukun gardu terdiri dari:
a) Mugrid fpemilik barang).
b) Mugtarid} (yang mendapat barang atau
peminjam).
c) ljab kabul.
d) Barang yang dipinjamkan.’
2) Syarat Sah Qardu
a) Qardu atau barang yang dipinjamkan harus
barang yang memiliki manfaat, tidak sah

% Sulaiman al-Asy'as Abu Daud, Sunan AbiPaed (ttp: Daral-Fikr, tt),
¥ Ahmad Wardi Muslih, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 278.
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jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan
karena gardu adalah akad terhadap harta.

b) Akad gardu tidak dapat terlaksana kecuali
dengan ijab dan qgobul seperti halnya dalam
jual beli.

4. Teori Qiyas

Kehidupan manusia memiliki dua aspek, yaitu aspek
ibadah dan aspek muamalah. Aspek ibadah meliputi
hubungan antara manusia sebagai hamba dan Allah sebagai
tuhan, sedangan aspek muamalah meliputi hubungan antara
manusia dangan manusia lainnya. Baik dalam melakukan
ibadah maupun muamalah harus berdasarkan kepada
sebuah aturan yang sudah ditentukan. Aturan yang
mengatur tentang ibadah dan muamalah tersebut terdapat
dalam al-Quran dan Hadis.

Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum tidak
mengatur secara rinci semua aspek kehidupan manusia. Ada
sebagian yang diatur secara rinci seperti masalah-yang
berkaitan dengan ibadah-ibadah pokok, namun sebagian
yang lain hanya diatur secara umum terutama yang
menyangkut  persoalan-persoalan  muamalah  karena
permasalahan muamalah selalu berkembang seiring dengan
berkembangnya situasi dan kondisi yang menyertainya.

Untuk mengetahui status hukum terhadap peristiwa
yang tidak ada dalam nash, baik al-Quran maupun Hadis,
maka para ulama melakukan ijtihad dengan menggunakan
metode-metode istimbat. Salah satu metode istimbat yang
digunakan oleh mujtahid adalah giyas. Cara kerja giyas
adalah menyamakan hukum antara peristiwa yang tidak ada
di dalam nash dengan hukum yang pristiwanya terdapat di
dalam nash karena adanya kesamaan illat.

Qiyas banyak sekali dipakai dalam menyelesaikan
masalah  hukum dalam ekonomi syariah. Seperti
menggiyaskan zakat beras dengan gandum, menggiyaskan
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hukum larangan menjual harta anak yatim dengan hukum
larangan memakan harta anak yatim, dan menggiyaskan
hukum jaminan dalam mudharabah dengan hukum jaminan
dan hutang.

Dalam penelitian ini teori giyas digunakan ketika
menganalisa apakah diperbolehkan pengelola dana gardu
mengambil biaya operasional dari nasabah sebagai
konfensasi dari pengelolaan dana gardu. Dalam
menganalisa permasalahan melalui teori giyas, penulis akan
mencari peristiwa-peristiwva hukum tentang pengelolaan
dana dana sosial yang memiliki illat yang sama dengan
pengelolaan dana gardu.

5. Teori Regulasi
Menurut Simorangkir dan \Woerjono Sastropranoto,
regulasi adalah aturan aturan yang memiliki kekuatan
memaksa tentang tindak tanduk manusia di masyarakat
yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang apabila
dilanggar akan mendapatkan sangsi-sangsi tertentu.*
Dari definisi regulasi di atas dapat dipahami bahwa
regulasi harus memiliki unsur-unsur antara lain:
a. Regulasi berisi aturan mengenai tingkah laku manusia
dalam pergaulan masyarakat.
b. Regulasi harus dibuat oleh lembaga resmi yang
berwenang.
c. Regulasi itu bersifat memaksa.
d. Ada sangsi yang tegas bagi yang melanggar regulasi.

Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk
mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-
batasan tertentu. Manusia dalam melakukan suatu tindakan
sangat dipengaruhi oleh keinginan-keinginan pribadinya
atau keinginan-keinginan orang lain. Maka untuk

% Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta:

Balai Pustaka, 1989), 38
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membatasi keinginan-keinginan itu dibutuhkan suatu
regulasi sehingga prilaku manusia dapat terkendali dan
terwujud keseimbangan dalam suatu kehidupan. Regulasi
diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik
untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis.

Dalam bidang bisnis sangat dibutuhkan regulasi yang
fungsinya mengatur perilaku pelaku-pelaku bisnis agar
bisnis dapat berjalan dengan baik dan normal tanpa ada hak
salah satu pelaku bisnis yang dirugikan oleh pelaku bisnis
lainnya. regulasi dalam bisnis juga dibutuhkan untuk
membatasi keinginan-keinginan pelaku bisnis yang dapat
memberikan mudharat kepada masyarakat umum. Regulasi
bisnis bisa dibuat oleh pemerintah dan juga bisa dibuat oleh
perusahaan bisnis atau dibuat oleh pihak-pihak yang
melakukan bisnis untuk kemaslahatan bersama.

Regulasi bisnis yang sudah dibuat akan mengikat
semua pelaku bisnis untuk taat dan patuh kepadanya.
Melihat pentingnya peran regulasi dalam mendongkrak
pertumbuhan bisnis, termasuk dunia perbankan syariah,
maka untuk menfungsikan secara maksimal produk gardu
sebagai fungsi sosial perbankan syariah juga sangat
dibutuhkan dukungan regulasi dari pemerintah atau
lembaga berwenang.

6. Teori Pengawasan

Pengawasan sangat diperlukan dalam dunia perbankan.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan perbankan yang sehat
yang minimal dapat memenuhi tiga aspek, pertama,
memelihara kepentingan masyarakat, beroperasi dengan
sehat dan efisien dan mampu memenuhi kewajibannya
terhadap masyarakat penyimpan dana, kedua, berkembang
secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang
diperlukan masyarakat Indonesia, dan ketiga, bermanfaat
bagi perkembangan ekonomi Indonesia serta dapat
menunjang pengendalian moneter dalam rangka menunjang
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pembangunan ekonomi dan tercapainya kestabilan
moneter.

Khusus untuk industri perbankan syariah yang
didasarkan pada prinsip dan sistem syariah, kesesuaian
operasi dan praktek bank syariah dengan syariah merupakan
piranti yang mendasar. Untuk tujuan itu, semua perbankan
yang beroperasi dengan sistem syariah harus memiliki
Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang secara khusus
bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah
Islam, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU
Perbankan No 10/1998, Undang-Undang UU No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa
bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah sebagai pemegang otoritas
pengawasan terhadap  kepatuhan syariah  (sharia
compliance), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui
ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan
perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh
industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi
yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan
terciptanya kepatuhan syariah (sharia compliance) yang
merupakan unsur utama dalam keberadaan dan
kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah.*°

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada dasarnya
merupakan perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional
(DSN) dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah
diputuskan oleh DSN. DPS bertugas memastikan apakah
penerapan produk-produk perbankan syariah sudah
dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan fatwa-fatwa yang

% Sulistyandari, “Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di

Indonesia”, dalam Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, 277

% Lugman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam

Industri Keuangan Syariah”, Jurnal Hukum lus Quia lustum, Vol. 23, No.
1, Januari 2016, 77 — 96.
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ada, baik produk-produk yang bersifat bisnis maupun yang
bersifat sosial seperti produk gardu.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada pasal 4 ayat 2,
kemudian dalam konsideran fatwa fatwa DSN-MUI nomor:
19/DSN-MUI/1V/2001 tentang gardu, khususnya, item a
dan b dinyatakan bahwa perbankan syariah tidak hanya
berfungsi sebagai lembaga bisnis tetapi juga berfungsi
sebagai lembaga sosial yang diharapkan dalam
memperbaiki perekonomian kaum duafa. Pesan penting dari
dua regulasi di atas tidak akan bisa terialisasi jika dalam
pelaksanaannya tidak dilakukan suatu pengawasan. Di
sinilah letak pentingnya pengawasan dalam
mengoptimalkan peran sosial di perbankan syariah.

7. Teori Audit

Audit Syariah adalah suatu proses penilaian tentang
sejaun mana kemampuan Lembaga Keuangan Syariah
mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan semua
aktifitasnya, baik yang berkenaan dengan prosedur,
kebijakan, kontrak dan dokomentasi.**

Audit syariah sangat dibutuhkan karena ia berfungsi
untuk memastikan sejauh mana sesesuaian seluruh
operasional bank dengan prinsip dan aturan yang digunakan
sebagai pedoman bagi manjemen dalam mengoperasikan
bank syariah, baik aturan yang berkaitan dengan prinsip
syariah, aturan AAOIFI, maupun aturan dalam standar
akuntansi nasional. Dengan adanya audit maka akan dapat
meminimalisir kesalahan-kesalahan baik yang disengaja
maupun yang tidak disengaja sehingga sehingga laporan

1 Yaacob, “Issues and Challeges of Shariah Auditin Islamic Finance
Institution: Acontemporary View. 3rd International Conference On
Business And Economic Research”, Proceding (Bandung: tnp, 2012),
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keuangan bank yang sudah diaudit lebih mendapat
kepercayaan dari masyarakat.*?
Audit di bank syariah meliputi 5 standar:
a. Tujuan dan prinsip.
Laporan auditor.
Ketentuan keterlibatan audit.
Lembaga pengawas syariah.
Tinjauan syariah.*®

® 0o

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat
kualitatif dalam bentuk studi kasus. Penelitian ini
difokuskan pada BPRS Se Eks Karesidenan Surakarta mulai
tahun 2015 sampai 2018.

Dalam penelitian ini, data data langsung diambil dari
tempat peristiwa. Peneliti datang ke lokasi penelitian, dalam
hal ini semua BPRS se Eks Karesidenan Surakarta untuk
mencari dan mengumpulkan serta mempelajari dan
memahami data-data yang dibutuhkan.

2. Sumber Data
a. Data Primer
Penelitian ini menggunakan sumber data primer
berupa dokumen dan informan. Data dokumen adalah
berupa laporan publikasi BPRS, buku, jurnal dan
artikel yang secara langsung membahas tentang
gardu. Sedangkan informan dalam penelitian ini
adalah Direktur Utama dan atau Direktur, Dewan
Pengawas Syariah, dan karyawan BPRS se Eks
Karesidenan Surakarta.

2 Minarni, “Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata
Kelola Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Ekonomi Islam La Riba,
Volume VII, No. 1, Juni 2013, 32

* Rusdiana, Auditing Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 97.
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b. Data Sekunder
Di samping sumber data primer, penelitian ini juga
menggunakan sumber data sekunder berupa
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan gardu
secara tidak langsung, yaitu berupa buku, jurnal dan
literatur lainnya yang ada kaitannya dengan gardu.

3. Metode Pengumpulan Data
Karena data-data yang dibutuhkan berupa dokumen dan
informan maka data-data tersebut dikumpulkan dengan dua
cara, yaitu:
a. Dokumentasi
Proses pendokumentasian dilakukan dengan tahapan-
tahapan, diawali dengan proses menghimpun,
mengklasifikasikan kemudian menganalisa data-data
yang berbentuk dokumen, baik berupa Laporan
Publikasi BPRS, buku, jurnal maupun artikel tentang
gardu.
b. Wawancara
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode
wawancara yang bersifat non struktur. Dalam
melakukan wawancara, penulis tidak membuat daftar
pertanyaan yang rinci kepada seluruh informan, tetapi
berdiskusi secara bebas yang berkaitan dengan
kendala pelaksanaan gardu.

4. Analisa Data

Analisa data akan dilakukan secara induktif. Yaitu suatu
cara menganalisa dengan memulai mengkaji data-data di
lapangan kemudian dibedah dengan menggunakan teori-
teori. Karena penelitian ini berbentuk studi kasus, maka
penarikan kesimpulan tidak digeneralisasi secara lebih luas,
tetapi terbatas pada tempat-tempat dan lembaga- lembaga
yang diteliti.
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5. Uji Validasi Data
Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat
dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang
dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi
pada obyek yang diteliti. Uji validasi data dalam penelitian
ini adalah menggunakan metode uji credibility (validitas
internal dalam penelitian kuantitatif), dengan cara:
a. Perpanjangan atau pengulangan dalam pengumpulan
data
Pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam
penelitian ini adalah selama 4 tahun. Pengamatan
dilakukan dengan berulang ulang, baik terhadap data
yang tertera di laporan keuangan tahunan bank
syariah di OJK maupun wawancara dengan informan.
b. Triangulasi (mengecek data yang telah diperoleh
melalui beberapa sumber)
Untuk memastikan kevalidan data penelitian, peneliti
tidak hanya melihat data di laporan keuangan tahunan
di OJK tetapi juga melihat print outnya di BPRS.
Demikian juga terhadap data hasil wawancara,
peneliti  tidak hanya mewawancarai direktur
utamanya, tetapi juga mewawancara direktur dan
beberapa karyawan dengan pertanyaan yang sama.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari tujuh bab yang
dimulai dari bab I, pendahuluan dan diakhiri dengan bab VI,
penutup. Dalam bab I, penulis akan menjelaskan hal-hal yang
bersifat metodologis, yang diawali dari latar belakang
penelitian. Dari latar belakang penelitian, akan memunculkan
masalah yang kemudian diformat dalam bentuk rumusan
masalah. Permasalahan yang dirumuskan merupakan masalah
yang sangat penting untuk diteliti dalam rangka untuk
mencapai suatu tujuan, yang kemudian diformat dalam bentuk
tujuan penelitian. Di samping itu diharapkan juga penelitian ini
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dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat dari
penelitian ini akan penulis paparkan pada bagian manfaat
penelitian. Agar penelitian ini nanti bisa terarah dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiyah, maka penelitian ini
akan menggunakan metode penelitian yang meliputi jenis
penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode
analisa data dan pendekatan. Dan terakhir, agar penelitian ini
lebih sistematis, maka akan dibuat sistematika pembahasannya.

Pada bab IlI, akan dijelaskan beberapa teori yang akan
digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.
Teori yang akan penulis bangun dalam penelitian ini adalah
teori tentang akad, hak milik, gardu, giyas, pengawasan,
regulasi dan audit. Teori-teori ini dipaparkan pada bab I
karena diharapkan dapat memberikan gambaran tentang teori
yang yang akan digunakan pada penelitian ini.

Setelah membangun teori pada bab Il, maka pada bab
selanjutnya, yaitu bab Il penulis akan membahas tentang
fungsi bisnis dan fungsi sosial perbankan syariah. Bab Il ini
bertujuan untuk menjelaskan dan menekankan bahwa bank
syariah tidak hanya memiliki fungsi bisnis, akan tetapi juga
memiliki fungsi sosial. Di samping itu pada bab IlI ini juga
akan terlihat dan tergambarkan posisi gardu di antara produk-
produk yang ada di perbankan syariah.

Pembahasan berikutnya lebih mengerucut lagi, yaitu
melihat bagaimana praktek pembiayaan gardu di BPRS se Eks
Karesidenan Surakarta. Data tentang hal ini penulis paparkan
pada bab IV.

Setelah semua teori dan data sudah dipaparkan pada bab
demi bab sebelumnya, maka penulis mulai melakukan analisa
data dengan menggunakan teori yang sudah dibangun. Maka
analisa data ini penulis lakukan di bab V.

Setelah selesai menganalisa data, penulis akan
menyimpulkan hasil analisa yang merupakan jawaban dari
rumusan masalah yang diteliti, dan memberikan saran-saran,
baik untuk pembuat kebijakan maupun kepada penelitian-



38

penelitian lanjutan. Kesimpulan dan saran-saran ini akan
penulis paparkan pada bab VI sebagai bab penutup.

Kemudian sebagai pertanggungjawaban ilmiyah dan untuk
memberikan kemudahan kepada pembaca dalam melakukan
cross-chek data, maka pada bagian terakhir laporan penelitian,
penulis paparkan daftar pustaka yang digunakan dalam
penelitian ini.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada bab-bab
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa BPRS se Eks
Karesidenan Surakarta sebagai bank syariah yang mengemban
fungsi sosial semestinya mengoptimalkan fungsi sosialnya
melalui pembiayaan gardu. Namun dalam kenyataannya,
pembiayaan gardu masih belum difungsikan secara optimal.
Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Karena keterbatasan sumber dana untuk pembiayaan
gardu yang dimiliki oleh BPRS se Eks Karesidenan
surakarta.

2. Adanya fatwa DSN-MUI yang melarang bank syariah
mengambil keuntungan dari akad gardu sehingga bank
syariah merasa dirugikan.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI, sumber dana gardu terdiri
dari: (1) Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah. (2)
Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan (3)
Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran
infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah. Pada umumnya,
BPRS se Eks Karesidenan Surakarta belum memiliki modal
yang besar yang bisa disisinkan untuk sumber pembiayaan
gardu, BPRS se Eks Karesidenan Surakarta belum memperoleh
keuntungan yang banyak, dan bahkan masih banyak di antara
mereka yang masih mengalami kerugian, dan BPRS se Eks
Karesidenan Surakarta juga tidak memiliki dana infak dari
individu atau lembaga.

Maka sebagai solusi agar pembiayaan gardu dapat
berfungsi secara optimal dalam menjalankan peran sosial bank
syariah, BPRS se Eks Karesidenan Surakarta harus
menciptakan sumber dana baru untuk pembiayaan gardu yang

215



216

belum ada dalam fatwa DSN-MUI, yaitu penghimpunan dana
sosial dari pihak ketiga berupa “Tabungan Qardu”. Dengan
demikian, sumber dana pembiayaan gardu tidak hanya berasal
dari internal BPRS berupa modal dan keuntungan yang
disisihkan, tetapi juga berasal dari eksternal bank, yaitu dana
pihak ketiga berupa tabungan gardu.

Berkaitan dengan larangan mengambil keuntungan dalam
akad gardu, larangan ini ditujukan kepada pihak shahibul mal
atau pihak yang mempiutangi (mugrid). BPRS dalam hal ini
tidak berperan sebagai shahibul mal tetapi berperan sebagai
penghimpun dan pendistribusi dana gardu sebagaimana amil
yang berperan sebagai penghimpun dan pendistribusi dana
zakat, dan nazir yang berperan sebagai pengelola dana wakaf.
Karena BPRS berperan sebagai penghimpun dan pendistribusi
dana gardu yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan
fikiran, maka ia berhak mengambil upah dari jasa menghimpun
dan mendistribusikan dana gardu tersebut sebagaimana amil
berhak mendapat jasa dari usaha menghimpun dan
mendistribusikan harta zakat, dan nazir berhak mendapatkan
imbalan jasa dari pengelolaan harta wakaf.

Agar fungsi sosial bank syariah bisa dilaksanakan dengan
optimal, juga diperlukan dukungan dari pemerintah.
Pemerintah diharapkan membuat regulasi yang mengikat dan
memaksa bank syariah untuk menjalankan fungsi sosialnya.
Agar regulasi berfungsi secara efektif, maka diperlukan adanya
pengawasan dan audit.

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, terlihat dengan
jelas, bahwa penelitian ini memberikan beberapa kontribusi,
baik kontribusi yang bersifat akademis, metodologis, maupun
praktis. Secara akademis, penelitian ini menemukan model
baru penghimpunan dana sosial di perbankan syariah yaitu
tabungan gardu. Tabungan gardu berfungsi sebagai sumber
dana untuk pembiayaan gardu dalam rangka mengoptimalkan
fungsi sosial bank syariah. Di samping itu, penelitian ini juga
menemukan gagasan pemikiran baru dan pemahaman baru
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tentang makna larangan mengambil keuntungan dalam akad
gardu. Secara metodologis, penelitian ini memberikan
rekomendasi kepada DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa
tentang tabungan gardu sebagai tabungan sosial di bank
syariah dalam rangka mengoptimalkan fungsi sosial bank
syariah melalui pembiayaan gardu. Di samping itu, penelitian
ini juga memberi rekomendasi kepada DSN-MUI untuk
mengkaji ulang tentang fatwa larangan bagi bank syariah
mengambil keuntungan dalam akad gardu. Adapun secara
praktis, peneltian ini dapat memberikan kontribusi kepada
praktisi bank syariah untuk melakukan suatu upaya
mengoptimalkan fungsi sosial perbankan syariah melalui
pemberdayaan pembiayaan gardu dengan menghimpun
sumber dana sosial dari masyarakat dalam bentuk tabungan
gardu. Dan bahkan praktisi bank syariah dapat
mengembangkan tabungan gardu ini dalam beberapa bentuk
dan istilah yang berbeda dan menarik.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan ini diharapkan:

1. BPRS se Eks Karesidenan Surakarta khususnya, dan
LKS umumnya berupaya mengoptimalkan fungsi
sosialnya melalui pembiayaan qardu yang sumber
dananya dihimpun melalui tabungan gardu.

2. DSN-MUI mengkaji kembali fatwa Nomor 19/DSN-
MUL/IV/2001 tentang pembiayaan gardu, khususnya
berkaitan dengan sumber dana gardu. Sumber dana
gardu tidak hanya bersumber dari modal bank,
keuntungan yang disisinkan, dan infak dari pihak lain,
tetapi dapat ditambah berupa tabungan gardu dari pihak
ketiga

3. DSN-MUI diharapkan mengkaji kembali hukum
mengambil upah dari jasa dan biaya operasional
pengelolaan dana gardu yang dilakukan bank syariah
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sebagai agen dalam pengelolaan dana qardu, bukan
sebagai shahibul mal (mugridh).

. Pemerintah membuat regulasi tentang fungsi sosial bank

syariah agar bank syariah lebih terikat dan dituntut untuk
menjalankan fungsi sosial bank syariah.

. Pemerintahkan diharapkan mengeluarkan aturan yang

berkaitan dengan audit bank syariah termasuk audit
terhadap fungsi sosial bank syariah.
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